WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 0 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan
keuangan daerah yang taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat, maka diperlukan pengaturan
pengelolaan keuangan daerah secaramenyeluruh yang
mencakup perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, keberadaan  Peraturan Daerah  Kota
Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak
»sesum lagi dengan perkembangan hukum terbaru di

sngelolaan keuangan daerah, sehingga perlu

fan disesuaikan;

sarkan  pertimbangan  sebagaimana
huruf a, dan huruf b, perlu
uran Daerah tentang Pengelolaan

6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5;
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Undang-Undang Nomor 7Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota LubukLinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 41 14);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201
Daerah (Lembaran Negara Republik |
Nomor 244, Tambahan Lembaran N
Nomor 5587) sebagaimana telah bebe:
dengan Undang-Undang Nomor 9
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah (Lembs
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamt
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 °
Akuntansi Pemerintahan
Indonesia Tahun 2010 NM.
Negara Republik Indonesia Nomo
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
DAN T

WALI KOTA LUBUKLINGGAU
' r

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
DAERAH

1. Kota adalah Kota Lubukl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubukiinggau.

Menteri adalah Menteni yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan dalam negeri.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklinggau.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Lubuklinggau.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa Program.

Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Unit
OBK adalah Unit SKPD yang m
Pemerintahan dibidang kesehatan dalam
Daerah yang memberikan pelayanan sec

Peraturan Daerah yang selanj
Peraturan Daerah Kota Lubukling

Pengguna Anggaran yang s
adalah pejabat pemegang

anggaran untuk melaksanakar
yang dipimpinnya.
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16. Kuasa PA vang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan Aanggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD /Unit SKPD
vang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari

suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD,
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang

selanjutnya disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

Unit SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah
menerima, menyimpan, membay
dan mempertanggungjawabkan
Belanja Daerah dalam rangka
SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah f
menerima, menyimpan, menyetc
mempertanggungjawabkan uang
rangka pelaksanaan APBD pada §
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26. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya

27

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

-dlsingkﬂl Bendahara Unit OBK adalah bendahara pada unit

Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki tugas dan wewenang
setara dengan bendahara pengeluaran.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan = pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan

undang-undang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keua.ngan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah s
diakui sebagai penambah nila
periode tahun anggaran berken
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35 Dana Transfer Umumnm adalah dana yang dalokssilkan
dalarn APBN kepada Daerah untbuk digunakan sesus
dengan kewenangan Daerah guna mendanz ketvatuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisam

%. Dana Transfer Khusus adalah danz yang dialokasikan
dalarn APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendana kegiatan khusus, baik fsik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerzh

37. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber darn pendapatan tertentu APEN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurang
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemernntah
Pusat dan Daerah.

38 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
vang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Kota dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

39. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
vang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

40.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

41. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pcngdum-an m akan
diterima kembali, baik padatnhm anggaran berk
maupun pada tahun-tahun anggaran berikut

42.Pinjaman Daerah adalah
mengakibatkan Daerah mene
menerima manfaat yang be
sehingga Daerah tersebut
membayar kembali.

43.Utang Daerah yang selanju
jumlah uang yang waib |
dan/atau kewajiban '
dengan uang lasarka ;
undangan, perjanjian, atm
yang sah. s
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Dacrah adalah bentuk investasi |
Pemerintahh Pusat, Pemerintah |
daerah mihk

44 Pembertan  Puaygaman

Pemerintah  Kota pada
Daerah lainnya, badan layanan umum
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha malik negara,

Hadan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok

plojaman,

yang disisihkan untuk

45 Dann Cadangan adalah dana
prasarana dan

mendanai  kebutuhan  pembangunan
sarana Kota yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu)

tahun anggaran,

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ckuitas
atau  nilai  kekayaan bersih  yang dapat berupa
atau  konsumsi aset atau timbulnya

40.

pengeluaran
kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD, adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.

47.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya

masa jabatan Kepala Daerah.

48.

49, Rencana Pembangunan  Tahunan Daerah  yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yvang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

50. Rencana Strategis Satuan Kerja
selanjutnya disingkat dengan Rens
dokumen perencanaan Satuan Kerja Per
untuk periode S (lima) tahun. -

51. Rencana Kerja Satuan Kerja
selanjutnya disingkat Renja S
perencanaan Satuan Kerja Pe:
periode 1 (satu) tahun.

52. E-Planning adalah suatu
digunakan untuk pen
pembangunan Kota secara el

Oipndan dengan CamScaniaer



53.

54.

55.

56.

97.

58.

S9.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya
akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Kota.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat
daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu Program dan terdiri «
tindakan pengerahan sumber :
personil atau sumber daya m
termasuk peralatan dan teknologi,
dari beberapa atau semua jenis
sebagai masukan untuk meng
bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak
dianggarkan dan dﬂaksanakan
(satu) tahun anggaran yang 1
melalui kontrak tahun jamak.

Dizindai dengan SamScanaer



60. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Kegiatan yang  dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu

Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program /Kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar

seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali
Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang

ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pcndapatan belan_)a, dan

umum daerah yang
pelaksanaan anggaran oleh p g

Surat Penyediaan Dana yang sel
adalah dokumen yang meny:
sebagai dasar penerbitan surat

atas pelaksanaan APBD. _

Surat Permintaan Pembayaran
disingkat SPP, adalah dokumen y
mengajukan permintaan pembayara

Dizindai dengan SamScanaer



69 Uang Persedinan yang selanjutnyi disingkat UP, adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
bendahara pengeluaran  untuk  membiayai

kepada
pada  satuan  kerja  perangkat

Kegiatan operasional
daerah/unit satuan kerjn perangkat daerah dan/atau

untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme

pembayaran langsung.

70. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingleat LS,
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

71.Tambahan Uang Persediaan yang seclanjutnya disebut
TU, adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran /bendahara pengeluaran
pembantu  untuk membiayai pengeluaran atas
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP
dengan batas waktu dalam 1 (satu)bulan.

72.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran

DPA SKPD.

73. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM-UP, adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanai Kegiatan.

74.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
dibelanjakan. :

75. Surat Perintah Membayar TU yang s
SPM-TU, adalah dokumen yang
penerbitan surat perintah penca
pengeluaran DPA SKPD, karena
tidak dapat menggunakan LS up.

76.Surat Perintah Membayar Lang
disebut SPM-LS, adalah dokumen
penerbitan surat perintah penca
pengeluaran DPA SKPD kepada p:
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77

8.k

79,

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Surat Perintah Perncairan [Danas yang ml&n]ulnya
diningkat  85P2D, adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana atas Beban AP

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vyang selanjutnya
disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran seclama 1 (satu) periode

anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda,
adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan

masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib dwelew oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan
Pemerintahan yang wajib
sesuai dengan potensi yang

Pelayanan Dasar adalah |
memenuhi kebutuhan dasar wa

Standar Pelayanan Minimal ad
jenis dan mutu Pelayanan
Urusan Pemerintahan Wajib
warga negara secara minir




87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah
dalamn memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

88.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik

89.

Indonesia.

90. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Kota.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas ke
luar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

91.

Standar Akuntansi Pemerintahan yangselanjutnya
d:smgkat SAP, adalah pnnmp pnnatp :

92.

keuangan pemerintah.

93. Kebijakan Akuntansi Pemerin
dasar, konvensi, aturan dan p:

dan menyajikan laporan
untuk  memenuhi kebuty
keuangan dalam rangka me:
laporan keuangan terhadap
maupun antar entitas.
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04 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD, adalah rangkaian  sistematik  dari
prosedur, penyelenggara, peralatan  dan  elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi  sampai  dengan pelaporan  keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS,
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan

keuangan Pemerintah Kota.

95,

96. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya,
mempunyai kewajiban dalam pengelolaan Keuangan

Daerah.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun  berdasarkan rencana

pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan
dalam sistemn perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

Keuangan Daerah meliputi:
hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan daerah dan membayar N
ketiga; -

c. penerimaan Daerah;

d. pengeluaran Daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola senc
lain berupa uang, surat berh AT
hak lain yang dapat dinila
kekayaan daerah yang dipisa

f. kekayaan pihak lain yang di
dalam rangka penyeleng
Daerah dan/atau kepentir

d.
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Pasal 4 ‘

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaatuntuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kota dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

c. menetapkan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang per | BD, dan
rancangan Perda tentang '
pelaksanaan APBD yang t
bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan ter
Daerah;

e. mengambil tindakan
mendesak terkait Peng
sangat dibutuhkan oleh D

f. menetapkan kebijakan p

g menetapkan PA/KPA;
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h. menetapkan bendanara renciliiiiagall dall benaanara

Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat  yang bertugas melakukan
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang Dbertugas melakukan
pengujian atas  tagihan dan  memerintahkan
pembayaran;

. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional
sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi
bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang
diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan

n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan
Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD;dan
c. kepala SKPD selakuPA.

(5) Pelimpahan  sebagian atau  seluruh  kekuasaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan menerima atau
mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagai
(3) ditetapkan dengan KeputusanW

Pasal 6
(1) Wali Kota selaku wakil

kepemilikan Kekayaan D:.
sebagaimana dimaksud dal

daerah.
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(2) Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wakil Pemerintah
Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipisahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan

dilaksanakan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

(2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; dan
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah Kota.

(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangsz
Pasal 8

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD

dalam Pasal 5 ayat (4] huruf b me

a. menyusun dan melaksanakan
Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Perda

Perda tentang Perubahan A

tentang Pertanggungja
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e.

melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah

yang telah diatur dalam Perda;

melaksanakan fungsi BUD; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:

a.

b.

oo

]

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD;
mengesahkan DPA SKPD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD dan

DPPA-PPKD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama Pemerintah Kota;

melaksanakan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak

dilakukan melalui RKUD.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD
dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

RS0 a0 g

perolehan manfaat ekonon'n,. S
sebagai akibat langsung dari in

(1) PPKD selaku BUD .
SKPKD kepada W
Kuasa BUD.

mengelola investasi;
menetapkan anggaran kas;
melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluamn’ dan:
menyusun  laporan <€
pertanggungjawaban pelak sa
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(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Wali Kota,

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal tugas
menyiapkan Anggaran Kas,

menyiapkan SPD;

menerbitikan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur danz yang diperlukan

Ao oy

dalam pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/ menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
PA/KPA atas beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
Pemerintah Kota;

Jj. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.
(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menylapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD
untuk ditetapkan oleh BUD;
b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
bertanggung jawab kepada PPKD selaku ol

Pasal 10

(1) Wali Kota atas usul BUD

(2) Ketentuan  lebih jut
sebagaimana dimaksud f
Keputusan Wali Kota.
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Hagian Keempal
Pengguina Anggaran

Pasal |1

(1) Kepala SKPD sclaku PA sebagaimana dimaksud delam
Pasal 5 ayat (4) hurul ¢ mempuny s Lugas

menvusun RKA SKPD dan Perubshan RKA SKPD,

b menyusun DPA SKPD dan DFPA SKPD,

¢. melakukan tindakan yaRng mengakibathkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja,

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

e melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

{ melaksanakan pemungutan retribusi daerah,

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja  sama dengan
pthak lain  dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan,

h. menandatangani SPM,
mengelola utang dan piutang deaerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyvusun dan menyampaikan laporan
SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD  yang
dipimpinnya;

menctapkan PPTK dan PPK SKPD;

menectapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

keuangan

m.
Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan /Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka pengadaan
barang/jasa;

n. menectapkan pejabat  lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan

o. melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tugas Kepala SKPD selaku PA |
padnayntm Kepala SKPD mempunyai tugs :
menyusun anggaran kas SKPD;
b melaksanakan pemungutan
daerah,
¢. menyusun dokumen Naskah Pe
- menyusun dokumen Pemberian B
e menyusun dokumen permintasn pe
dan belanja atas penerimaan dam
sesual dengan ketentuan peraturss
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f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

(3) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (4) huruf ¢ mempunyai wewenang:

a. menandatangani dokumen  permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah

Daerah;

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 12

Kepala SKPD selaku PA memiliki kewajiban:

a. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya yang merupakan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD;

b. mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:

1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

2. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. akibat putusan pengadilan
kekuatan hukum tetap; dan

4. kewajiban lainnya yang menjadi
dianggarkan pada APBD setiap
selesainya kewajiban tersebut s
peraturan perundang-undangan.

mengelola piutang daerah yang m

akibat:

1. perjanjian atau perikatan;

2. berdasarkan ketentuan peraturan

3. akibat putusan pengadilan
kekuatan hukum tetap; dan

4. piutang lainnya yang menjadi
ketentuan peraturan perunc
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Pasal 13

(1) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan_

(2) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, wewenang
dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 15

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
a. besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan; dan
b. lokasi, dan/atau rentang kendali.

(3) Pertimbangan besaran anggaran Kkegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dllakum oleh
SKPD yang mengelola besaran anggaran
yang kriterianya ditetapkan dengan

(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rent:
dimaksud pada ayat (2) huruf b, ¢
yang membentuk Cabang Dinas,
Daerah, dan/atau kelurahan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pelimpahan kewenangan se
ayat (1) ditetapkan dengan
usul kepala SKPD.
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(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan,;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

pelaksanaan anggaran yang menjadi

b.
C.

mengawasi
tanggung jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b}

lainnya sesuai dengan

(7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) KPA bertanggung jawab

kepada PA.
Pasal 16

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan

SPM-LS.

(2) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Dalam hal terdapat Unit OBK, KPA mempunyai tu
a. menyusun RKA-Unit OBK;
b. menyusun DPA-Unit OBK;

¢. melakukan tindakan yang mengal
beban anggaran belanja dan/atau |

d. melaksanakan anggaran pada unt OF

€. melakukan pengujian atas
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retrib
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mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

H
dalam batas angparan yang ditentulan;

o mmenandatangani SPPM,

i mengelola utang  dan  piutang  dacrah yang  menjadi

fanggunglawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit OBK

yang dipimpinnya,

le. menyusun pelaksanaan anggaran pada unit OBK  yang
dipimpinnya;

I, menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam unit OBK yang dipimpinnya

1.
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,

Pasal 18

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 19

(1) PA/JKPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu tugas dan wewenang PA/KPA:

a. mengendalikan  dan  melaporkan
pelaksanaan teknis Kegiatan/sub ki
SKPD; g

b. menyiapkan dokumen dalam r:
atas Beban pengeluaran
kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD /Ui
peraturan perundang-undangan
pengadaan barang/jasa.

(3) Tugas mengendalikan dan mele
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD,
dimaksud pada ayat (2) huruf a,
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menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

memonitoring dan evaluasi pelaksanaan  Kegiatan/Sub

kegiatan; dan
¢. melaporkan
kegiatan kepada PA/KPA.

=3

perkembangan pelaksanaan  Kegiatan/Sub

(4) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Keglatan /Sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan /Sub

kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesual
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.

(5) Dokumen  administrasi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(6) Dalam  melaksanakan tugas dan  wewenangnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung

jawab kepada PA/KPA.

Pasal 20

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan Wali Kota.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada
Pegawai ASN yang menduduki jab
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal PA melimpahan kepada I
Pegawai ASN yang menduduki ja
di bawah KPA dan/atau memiliki
berintegritas.

(4) Dalam hal tidak terdapat P
jabatan struktural, PA/KPA
fungsional umum selaku
ditetapkan Wali Kota. '
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Bupian Ketujuh
Pejubhat Penatausahisun Keuasnpan SEPD

Pusinl 21

(1) Kepala HKPD  selaku PA menetapkan  PPEK SKPD
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 1] oaysr (1) oo |
untuk melanksanakan fungs tels usaha keuasngsn pada

SKPD.
(2) PPK  SKPD sebagaimans dimaksud pada ayat (1)

mempunynl tugas dan wewenang
melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan

SPP- LS beserta bukti kelengkapannyas yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran,

b, menyiapkan SPM,
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

.

(3) PPK SKPD/Unit SKPD merupakan Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi

penatausahaan keuangan unit SKPD.

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
dan/atau PPTK serta jabatan dalam rangka pengadaan

barang dan jasa.

(5) Dalam  melaksanakan tugas dan  wewenangnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD
bertanggung jawab kepada PA.

(1) Dalam hal PA melimpahkan sel
kcpada KPA  karena er

Unit SKPD yang direkrut dlrl
Jabatan struktural untuk melaksan
keuangan pada Unit SKPD.

Dipintlal dengan CamScanner
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(2) PFKR Unit Shi'l) BCiSgsiiiamiis =

mempunyal Lugian clian wewenung:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP- LS beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu,

b, menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu; dan
¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran pembantu.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian  kelebihan  pendapatan  daerah dari
bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta  bukti

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

a.

(4) PPK Unit SKPD pada Unit OBK mempunyai tugas meliputi:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP- LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP-LS
beserta  bukti kelengkapannya  sebagai dasar
penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan ,Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara lainnya,;
e. melaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD

Khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan Unit SKPD Khusus.

(4) Dalam  melaksanakan  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2
SKPD bertanggung jawab kepada Kl

Bendahara Penerimaan dan Ben

(1) Wali Kota atas usul PPKD
Bendahara Penerimaan
kebendaharaan dalam ra
pendapatan pada SKPD.
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(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang

diterimanya.

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang
lainnya paling sedikit meliputi:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD,;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Wali Kota;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 24

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA, Wali Kota dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang
bersangkutan.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas sebagai .pembantu
Bendahara Penerimaan untuk men tas
pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2) Pegawai yang bertugas sebagd pem
Penerimaan sebagaimana '
melaksanakan tugas dan
lingkup penugasan yang ditet
Kepala SKPD.

(1) Wali Kota atas usul
Pengeluaran untuk mele
dalam rangka pelaksan
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(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan

SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik;dan
g. memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

o

N

Pasal 27

(1) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat
(2), Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Unit OBK.

(2) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan

SPP TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan
TU yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari
denganketentuan peraturan

f. meneliti kelengkapan dokui

g. memungut, menyetorkan,
sesuai dengan ketentuan
undangan; dan J

h. membuat laporan  per
administratif kepada
pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran

(3) Bendahara Unit OBK
(1) memiliki tugas dan
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menerima dan menyimpan pelimpahan UP, GU dan

TU;
melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang

dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai

denganketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD

secara periodik; dan
memungut, dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas sebagai pembantu
Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan Belanja Daerah.

(2) Pegawai yang bertugas sebagai pembantu Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala SKPD.

Pasal 29

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Unit OBK dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas k
dan/atau penjualan jasa; 14

c. menyimpan uang pada suatu
keuangan lainnya atas nama
langsung maupun tidak langs

d. melakukan perbuatan le
ketentuan peraturan perun
keuangan daerah.

(2) Larangan bagi Bendahara Peneri
Pembantu, Bendahara °n
Pengeluaran Pembantu, Ber
dimaksud pada ayat (1) ¢
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Bagian Kesepuluh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 30

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai
dengan kebutuhan.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD dan RKA PPKD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD,
dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD, DPA
PPKD serta rancangan perubahan DPA SKPD dan DPA
PPKD;

h. menyiapkan Surat Edaran Wali Kota tentang pedoman
penyusunan RKA; dan N g

i. melaksanakan tugas lain s pan |
peraturan perundang-undang

(4) Dalam  melaksanakan tugas
dimaksud pada ayat (3) dapat n
dengan kebutuhan.

(5) Selain melibatkan instansi sebe
ayat (4) TAPD dapat dibantu ol

(6) TAPD sebagaimana dimak

Teknis sebagaimana din
dengan Keputusan Wali
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BAB 111
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Asas Umum

Pasal 31

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32
Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.
Pasal 33

(1) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi  kewenangan  Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada

RKPD.

(4) APBD, Perubahan APBD, dan
Pelaksanaan APBD setiap tahun di
sesuai dengan ketentuan  pi
undangan.

Pasal 34 '_

(1) Semua Penerimaan Daerah
dianggarkan secara bruto dala

a. pendapatan daerah;
b. penerimaan pembiay
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(3) Penerimaan  Daerah yang  dinnggarkan  dalam  APRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencans
Penertmaan Dacrah yang terubkur secara rastonasl yang
dapat dicapal untulk setiap sumber Penerimann Daerah
dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

Panal 345

(1) Semua  Pengeluaran  Daerah  dalam  bentuk  uang
dianggarkan secara bruto dalam APID.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. belanja daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(3) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

(4) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 36

(1) APBD merupakan satu kesatumy ol it L
a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

(2) APBD  sebagaimana
diklasifikasikan menurut
dan organisasi yang ditetap
peraturan perundang- un

(3) Klasifikasi APBD menumt
dan organisasi sebagaima
disesuaikan dengan ke 3
ketentuan peraturan perund
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Pasal 37

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang
melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari RKUD
yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1) huruf c¢ meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 38

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek
Pendapatan Daerah.

Pasal 39

Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 40

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagai
Pasal 38 huruf a meliputi:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekay
dan
d. lain-lain pendapatan as
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(2) Pendapatan  pajak daerah dan retmbus deersh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
meliputi pendapatan sesua: dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengena pajak

daerah dan retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipssahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdin atas:

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan:

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan -

Daerah;

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah,
asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penenmaan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dan
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan;

pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

"m0 o

&

1.

s

veBgr-R

Pasal 41

Pemerintah Kota dilarang:
a. melakukan pungutan atau deng
dipersamakan dengan pungutan di lu
dalam undang-undang; dan ;
b. melakukan pungutan yang meny
tinggi, menghambat mobilitas
barang dan jasa antar
ekspor/impor yang meru
nasional. '
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Pusnl 42

(1) Apabila Wali Kola  yang melakukan  punguatan  ebeu
dengan sebutan lsin sebagelmanae dimaksud dalam Pasal
41 huruf @, dikenakan sanksi  administratf sk
dibayarkan hak hak  kevangannys  yang  distur dalam
ketentuan peraturan perundang undangan selama 6 (enam)
bualan.

(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh
Wali Kota di luar yang distur  dalam  undang undang
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) wajib  disetorkan
seluruhnya ke kas Daerah.

(3) Apabila Wali Kota yang melakulan  pungutan  atad
dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 huruf b, dikenakan sanksi administratf sesual
ketentuan peraturan pcrundﬂng—undaﬂmn,

Pasal 47

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf b meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar-daerah.

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah; dan
c¢. dana desa.

(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan,

(4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dm&klud pld.l ayat
(3) huruf a merupakan dana yang hersur
Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasil
berdasarkan angka persentan
ketentuan peraturan p

(5) Bantuan keuangan sebagaimana
huruf b merupakan dana yar

pemerataan peningkatan
dan/atau tujuan tertentu lai

a. banmankcuangan
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(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalem Pesal
43 avat (2) huruf a terdin atas:

a.

Pasal 44

Dana Transfer Umum; dan

b. Dana Transfer Khusus.

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pads ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAU.

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud padz ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 45

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf a bersumber dan:
a. pajak; dan
b. sumber daya alam.

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimanz dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdini atas:

a.

b.

e.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,
pertambangan, dan perhutanan;

pajak penghasilan Pasal 26 dan Pasal 30 Wajib Pajzk
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 22; dan

cukai hasil tembakau;

undangan.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal

dari:

a.

penerimaan kehutanan yang
usaha pemanfaatan hutan,
hutan dan dana rebom

dari wilayah Daerah yang bers
penerimaan negara dari st
pertambangan minyak bumi
wilayah Daerah yang bersa
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d. penerimaan negara dari sumber daya alam
pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan;

penerimaan dari panas bumi yang berasal dari
penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran
tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan; dan

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan
pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan
yvang  dihasilkan dari wilayah daerah  yang

bersangkutan.

Pasal 46

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 47

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 48

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan
pada Kota untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pengalokasian transfer Pemerintah
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 50

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah
dimaksud dalam Pasal 39 hur
a. hibah;
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b. dana darurat; dan/atau
¢. lain-lain  pendapatan sesuali dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau Jjasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota
lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau
luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
b, merupakan dana yang berasal dann APBN vang
diberikan kepada Kota pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh
bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah
dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 51

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagmmmwm
ayat (2) terdiri atas Urusan Pem
terkait Pelayanan Dasar dan Urusan P
yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan seba
pada ayat (2) sesuai dengan potensi

dialokasikan dengan memprio
Pemerintahan Wajib terkait Pels
rangka pemenuhan Standar Pela




(6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai

dengan kebutuhan daerah.

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pendanaan Urusan Pemerintahan  Pilihan

dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi
yang dimiliki Daerah.

Pasal 52

(1) Kota wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
Urusan Pemerintahan Kota yang besarannya telah
ditetapkan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Kota tidak memenuhi alokasi belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan
penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi

dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Pasal 53

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar
harga satuan Daerah, analisis standar belanja, dan/atau
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Standar harga satuan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada standar ham satuan
regional. ) ; -

(3) Analisis standar belanja dan stand
dimaksud pada ayat (1) dan standar
sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Wali Kota. |

(4) Analisis standar belanja, sta
dan/atau standar teknis se
ayat (1) digunakan untuk mer
anggaran dalam penyusunm_ rancar
APBD.




5) Belanja Daerah sebaganimana  dimaksud  pada ayat (1)
Uriinnn Pemerintnhinn Diaerah,

cdhirinci menurut
lenin, obyek, dan rincian

organisasi, Program, Kegiatan,

obyek Belanja Daerah.

Puasal H4

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalom
Pasal 53 ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan belanjn
negara yang diklasifikasikan menurut fungsl yang terdir
atas:
a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan keamanan;

c. ekonomi;

d. perlindungan lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;

g. pariwisata;

h. pendidikan; dan

perlindungan sosial.

.
.

Pasal 55

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (5) disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5)
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) rinciannya paling sedikit mencakup

a. target dan Sasaran,;
b. indikator capaian Keluaran; dan

c. indikator capaian Hasil.

yang didasarkan pada |
Kota, disusun berdasar]
pedoman penentuan
Keluaran sesuai den
undangan.




Pasal 57

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk
Kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota yang memberi

manfaat jangka pendek.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 58

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dis
ayat (1) huruf b dirinci atas jeni

(3) Belanja tidak terduga sebasio
Pasal 57 ayat (1) huruf ¢ dirin
terduga.

(4) Belanja transfer sebagaimana dis
ayat (1) huruf d dirinci atas j
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuang
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Pasal 59

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Wali Kota/ Wakil Wali Kota,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(4) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal belum adanya
perundang-undangan yang
pemberian tambahan

tambahan penghasilan bagi
mendapat persetujuan Menteri.

(6) Dalam hal Wali Kota menetapkan |
penghasilan bagi ASN tidak s
sebagaimana dimaksud pada a
sesuai dengan ketentuan |
undangan. 14
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Pasnl 61

(1) Belanja barang dan jasa schagoimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayal (1) hurat b digunakan  untuk
mengangearkan  pengadaan  barang/jasn yoang  nilal
manfaatnya kurang dari 12 (dun belas) bulan, termamik
barang/jasa yang akan diserahlan atau dijunl kepada
masyarakal/pihak leetign.

(2) Pengadaan barang/jasa  sebagaimana  dimakasud  pada
ayat (1) dalam rangka melaksanakan  Program  dan
Kegiatan Pemerintahan Daerah,

Pasnl 62

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayal
(1) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang
berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 63

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau
jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sechingga dapat terjangkau oleh
masyarakat.

(2) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan
yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar
masyarakat.

(3) BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau
badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang akan diberikan subsidi terlebih dah ' ke
audit keuangan oleh kantor ta
dengan ketentuan peraturan pet

(4) Hasil audit sebagaimana ¢
merupakan bahan pertimban,
subsidi.

(5) Dalam rangka pertanggungj
penerima subsidi sebagaim
wajib  menyampaikan |
penggunaan dana subsidi k
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Wali

Kota.

Pasal 64

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan Pemerintah Kota sesuai kepentingan Kota
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban hibah diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

Pasal 65

(1) Belanja bantuan sosial sebagaima
Pasal 58 ayat (1) huruf f"
menganggarkan pemberian ba
dan/atau barang kepada mdivx__

menerus dan selektif yang .-
dari kemungkinan terjadinya re:
keadaan tertentu dapat berke




(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban bantuan sosial diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Pasal 66
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan
aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimal
kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja modal
bangun aset ditambah selurul
dengan pengadaan/pembang)
digunakan.

Belanja modal sebagaimana di
(2) meliputi:
a. belanja tanah, digunakan unt
yang diperoleh dengan mal
kegiatan operasional Pemer
siap dipakai; '
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b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Pemerintah Kota serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset A
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi

siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
operasional Pemerintah Kota, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Pasal 68

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dxmaksud dalam
Pasal 58 ayat (4) huruf b diberikan ke;
dalam rangka kerja sama de
peningkatan kemampuan keus
tertentu lainnya.

(2) Belanja bantuan keuangan sebaj
ayat (1) dapat dianggarkan sesuai
Daerah setelah memprioritaskan
Urusan Pemerintahan Wajib dm
Pilihan serta alokasi belanja
peraturan perundang-undangan,
sesuai dengan ketentuan peral
undangan. ‘

Dipindzsi dengan CamScanner



(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada:
a. Kabupaten lainnya;
b. Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Provinsi Lainnya.

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat umum atau khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan kepada penerima bantuan.

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Wali Kota dan pengelolaannya diserahkan kepada
penerima bantuan yang digunakan untuk membantu
capaian kinerja program prioritas penerima bantuan
keuangan.

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Pasal 70

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta pengembalian kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal Dbelanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program
dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Prc
sebagaimana dimaksud pada
diformulasikan terlebih dahulu
SKPD.

Pasal 71

(1) Keadaan darurat sebagaimana di
ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana

dan/atau kejadian luar b:

b. pelaksanaan operasi
dan/atau

Dipindai dengan CamScanner



c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang
belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan /atau

kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pertanggungjawaban belanja ti
Peraturan Wali Kota.

(1) Pembiayaan Daerah seb
36 ayat (1) huruf c terdiri
a. penerimaan Pem]
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b, pengeluaran Pemblayaan

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirima menurut Urusan Pemerintahan Daerah
organisasi, jenis, obyeld, dan rincian obyek Pembiayaan
daernh '

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

n. SiLPA;

b, pencairan Dana Cadangan;

¢. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan Pinjaman Daerah;

¢. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau

[, penerimaan  Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
¢. pembentukan Dana Cadangan;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaa
Pasal 74

SiLPA sebagaimana dimaksud d
a bersumber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD
b. pelampauan penerimaan |
c. pelampauan penerimaan lé

yang sah; ‘
d. pelampauan penerimaan
e. penghematan belanja;
f. kewajiban kepada pi

tahun belum tersel

Dipindai dengan CamSeanner



Pasal 75

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (3)  huruf b digunakan untuk
menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan,

(2) Jumlah  Pencairan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan bersangkutan.

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran

menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal Pencairan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

(S) Posisi Pencairan Dana Cadangan dilaporkan sebagai
bagian yang  tidak  terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban APBD.

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD
pengguna Dana Cadangan Dbersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Hasil penjualan kekayaan
sebagaimana dimaksud dalar
dilakukan  sesuai |
perundang-undangan.

(2) Penerimaan atas hasil p
sebagaimana dimaksud pe
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Pasal 77

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam

perjanjian pinjaman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e

masyarakat.

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

(4) Usulan pinjaman daerah harus mendapatkan
persetujuan DPRD dan/atau persyaratan yang

ditentukan pemberi pinjaman.

Pasal 78

Penerimaan  kembali  Pemberian Pinjaman Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e
digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f digunakan untuk
menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pen

Pembayaran cicilan pokok Utang
dalam Pasal 72 ayat (4) h
menganggarkan pembayaran pol
pada jumlah yang harus d
perjanjian pinjaman dan
prioritas utama dari selurul_';_jt'__
yang harus diselesaikan dalam

berdasarkan perjanjian pinja
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Pasal 81

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b pada BUMD
dan/ atau BUMN.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali
Kota dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 82

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya
tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan
Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan
modal, dilakukan perubahan Perda mengenai penyertaan
modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

dalam Pasal 72 ayat (4)
diprioritaskan untuk menda
prasarana dan sarana
dibebankan dalam 1 (satu) te

(2) Pembentukan Dana Cadan
pada ayat (1) dapat
kebutuhan lainnya sesuai
perundang-undangan.
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(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan

Daerah kecuali dari:

a. DAK;

b. Pinjaman Daerah; dan

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

C.

(4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri

dalam RKUD.

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang

pembentukan Dana Cadangan.

(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan
DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 84

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (4) huruf d digunakan untuk
menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota lainnya, BUMD),
badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau

masyarakat.

(2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

DPRD.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

4

(4) Ketentuan lebih lanjut mer
Pinjaman Daerah sebagaimana
sampai dengan ayat (3) di
Kota.

Pengeluaran Pembiayaan la
dalam Pasal 72 ayat (4)
menganggarkan pengelus
dengan ketentuan pera

Dizindai dengan SamScanaer



Bagian Keenam
Surplus dan Defisit
Paragraf 1
Umum

Pasal 86

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya

surplus atau defisit APBD.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Perda  tentang  APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat
didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 87

(1) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal Daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan.l atm
Pengeluaran Pembiayaan lainnya

ketentuan peraturan {ang-1

L > NI «

(2) Wali Kota wajib melaporkan posisi
Menteri dan Menteri Keuangan
tahun anggaran berkenaan. .

(3) Pelanggaran terhadap kew
pada ayat (2)  dapat diken
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Paragial A
(RTREIL

Paunnl BH

(1) Btan maleaimal jumlah umulatil defisit APBD dan batas
maksimal delimit APHD yang dibiayal dari Pinjaman
Daerah  setiap  tahun  anggaran  berpedoman  pada
Ketentuan yan ditetapkonn Menteri Keunngan.

(2) Wali  Kotn  wajib melaporkan  posisi  defisit  APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kepada Menteri
dan menter yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam
tahun anggaran berkenaan,

(3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikenai sanksi penundaan
penyaluran Dana Transfer Umum.

Pasal 89
(1) Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan
dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 90

(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal
jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal
defisit APBD yang dibiayai Pinjaman Daerah sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(2) Pengendalian terhadap batas maksimal jumlah kumulatif
defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang
dibiayai Pinjaman Daerah scbagaimana dir
ayat (1) dilakukan pada saat L
rancangan Peraturan Daerah tent:

Perencanaan Penyusunan I
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APBD harus sesuai dengan

(1) Penyusunan rancangon .
dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
. RP-IF'[),
b. RPJMD; dan
c. RKPD.
huruf c,

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi pedoman Wali Kota dalam menyusun KUA dan

PPAS.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD dan PPAS
Pasal 92

(1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (1) dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD untuk setiap tahuan anggaran yang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

kondisi ekonomi makro daerah;

asumsi penyusunan APBD;

kebijakan Pendapatan Daerah;

kebijakan Belanja Daerah;

kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

strategi pencapaian.

o

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan: 2 |
a. menentukan skala prioritas p
b. menentukan prioritas program,

kegiatan untuk masing-mas
disinkronkan dengan prioritas ¢
yang tercantum dalam renc:
pusat dan prioritas serta
tercantum dalam rencana k
setiap tahun; dan |
Cc. menyusun capaian Kkinerja, sa:
anggaran sementara untuk mas
kegiatan dan sub kegiatan. -
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Pasal 93

(1) Kegiatan sebagalrmarna dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3)

huruf b dapat dianggarkan:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk

Kegiatan Tahun Jamak.

(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan
waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

atau
b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian y

tahun anggaran.

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan

KUA dan PPAS.

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit memuat:
a. nama Kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan
Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu:mf
b tidak melampaui akhir tahun masa ' .
berakhir, kecuali Kegiatan Ta
merupakan prioritas nasional
strategis nasional sesuai denj
perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Wali Kota menyampaikan 1
PPAS sebagaimana dimze
kepada DPRD paling 1
untuk dibahas dan diseg
dan DPRD.
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(2) DPRD dapat melaksanakan pembahasan pendahuluan
atas rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Perangkat

Daerah terkait.

(3) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD paling
lambat minggu kedua bulan Agustus.

(4) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA

SKPD.

(5) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) \
dilakukan sesuai  dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Wali Kota dapat mengajukan usulan penambahan
kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan
rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk
disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan
rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria darurat
atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Wali Kota bertugas um;uk;
a. menyampaikan rancangan KUA ancangan PPAS
kepada DPRD; dan
b. menandatangani nota kese
kesepakatan PPAS.

(2) Dalam hal Wali Kota dan Wak
tetap atau sementara, :
ditetapkan oleh pejabat
penjabat/penjabat sementar
bertugas untuk:
a. menyampaikan rancar

kepada DPRD; dan
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b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

(3) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap
atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana
tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani
nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Pasal 97

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD, Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA,
dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas
dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 98

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA
dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3)
dan ayat (4).

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan pendekatan:
a. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan
tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kepala Unit OBK menyusun RKA-Un
dan PPAS sebagaimana dimaksud d:
ayat (4).

Pasal 99

(1) Pendekatan Kerangka Pengelu

huruf a dilaksanakan dengan
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(2) Prakirann mijul sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program
daun Kegintan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan

dengan memadukan scluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang

diharapkan dari Kegiatan;
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 100

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD
berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA
SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun

anggaran berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat
dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya
untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
yang direncanakan.

(3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang
ditetapkan, kebutuhan dananya harus di an pada
tahun yang direncanakan. o

Pasal 101

(1) Penyusunan RKA  SKPD
pendekatan penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam |
berpedoman pada:

a. indikator Kinerja; -
b. tolak ukur dan Sasaran Ki
standar belanja;
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c¢. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BMD; dan

e, Standar Pelayanan Minimal.

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan
meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.

(3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan
faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas
pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.

(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu
Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur.

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu Kegiatan.

(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan harga satuan barang dan jasa
vang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kmexja
dalam menentukan capaian jenis a :
Dasar yang merupakan Um
yang berhak diperoleh seti
minimal.

Pasal 1

Dalam hal terdapat penambal
akibat keadaan darurat term
mendesak, kepala SKPD dapat
KUA dan PPAS sebagaimana di
(3) dan ayat (4).
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Pasal 103

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
rencana pendapatan, belanja, dan

(1) RKA SKPD
tahun yang direncanakan serta

(1) memuat

pembiayaan untuk
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai

dengan rincian obyek.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
informasi mengenai Urusan Pemerintahan

memuat
Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja
vang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 104

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (2) memuat Urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek

Pendapatan Daerah.

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan

(1)
fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan !

rincian obyek belanja.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 ayat (2) memuat kelompok:

a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD diuraikan menurut jenis,
obyek, dan rincian obyek Pembiayaan,

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat di
memanfaatkan surplus APBD diur

jenis, obyek, dan rincian obyek P

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sel
dalam Pasal 103 ayat (3) memuat
Daerah yang dikelola sesuai de

SKPD.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud
(3) memuat nama SKPD selaku PA.
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(7) Kinerjn yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud
dualam Pasal 102 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja,

tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3)
memuatl nama Program yang akan dilaksanakan SKPD

dalam tahun anggaran berkenaan.

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3)
memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD

dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanut mengenai teknis penyusunan RKA-
SKPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penyiapan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 106

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)
disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk

diverifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD
dengan:

a. KUA dan PPAS;

b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja,

f. analisis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h

i

J

perencanaan kebutuhm 3NV
Standar Pelayanan Mir
proyeksi perkiraan maju ur
berikutnya; dan .- -
k. Program dan Kegiatan ar

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAP
pada ayat (1) terda;:at |
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(4) Selain diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas

Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentusn

peraturan perundang-un dangan.

Pasal 107

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan RKA
PPKD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;
c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan
Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran yang direncanakan;

1. daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

Wali Kota tentang penjabaran Al

(4) Rancangan Peraturan Wali Kot
APBD sebagaimana dimaksud
lampiran paling sedikit terdiri at
a. ringkasan penjabaran

menurut kelompok, jenis.
Pendapatan, Belanja, dz
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b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan

daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 108

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda
tentang APBD

Pasal 109

(1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan
DPRD.

(2) Dalam hal Wali Kota tidak mengajukan rancangan Perda
tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan

hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 110

(1) Pembahasan rancangan Perda
dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRI
menyampaikan rancangan Perda te
penjelasan dan dokumen pendt !
ketentuan peraturan perundang-un

(2) DPRD melaksanakan pembahasauﬁ
rancangan Perda tentang APBD |
pada ayat (1) bersama den'ga'n
sesuai mekanisme yang diatur
tertib DPRD.
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(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.

(4) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan/
atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/
perubahan kegiatan/ sub kegiatan dalam rancangan
Perda tentang APBD yang terdapat atau tidak terdapat
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.

(5) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

(6) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Wali Kota dapat mengajukan rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD.

(7) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Wali Kota

bertugas untuk menyampaikan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 111

(1) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) Berdasarkan persetujuan bersama
dimaksud pada ayat (1), Wali
rancangan Peraturan Wali

sebagaimana
Kota menyiapkan
Kota tentang Penjabaran

APBD.
(3) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Wali Kota tugas .

menandatangani persetujuan
rancangan peraturan daerah tenta

(4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil
tetap atau sementara, pejab
ditetapkan oleh pejabat |
penjabat/penjabat sementara
daerah bertugas untuk

bersama terhadap rancan
APBD.
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(5) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap
atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana
tugas pimpinan DPRD menandatangani  persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(6) Walh  Kota dan DPRD yang tidak menyutujui  bersama
rancangan Perda APBD dalam 1 (satu) bulan scbelum
dimulainya tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam pasal
109 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak

dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 112

(1) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh
Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan
Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib.

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 113

Rancangan Peraturan Wali Kota tentar
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) n
terdiri atas: E
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan penjabaran APBD sam
obyek;
c. ringkasan APBD menurut U
dan organisasi;
d. rincian APBD menurut Urus.
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Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyel,

dapatan, belanja, dan Pembiayaan;
Uruisan

organisasi,

rincian obyek pen .
e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurul

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan,
f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk kesclarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;
daftar penyertaan modal daerah dan investasi dacrah

S

lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct

tetap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain- lain;

daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

m. daftar Dana Cadangan; -

n. daftar Pinjaman Daerah;
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

hibah; dan
daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial.

Pasal 114

(1) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi

Peraturan Wali Kota setelah memperoleh pengesahan dari
dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi

Daerah.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rancangan Peraturan Wali Kota tentang
APBD beserta lampirannya disampaik: aling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak
keputusan bersama dengan
rancangan Perda tentang APBD.

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (ti
sebagai wakil Pemerintah P
rancangan Peraturan Wali Kota
pada ayat (1), Wali Kota

Peraturan Wali Kota menjac
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Pasal 115

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan,
wali Kota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling
tinggl sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang mengenai
dasar pengeluaran setiap bulan paling tinggi 1/12 (satu per
dua belas) jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD dan Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran Rancangan APBD

Pasal 116

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wah Kata
dan DPRD. " -

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksuc
untuk menguji kesesuaian
APBD dan rancangan [
Penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perunc

tinggi;
b. kepentingan umum;
c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
d. RPJMD. y
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(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusal

menyatakan hasil evaluasi rancangan  Perda  tentang

APBD dan rancangan Peraturan Wauli Kot tentang
Penjabaran APBD sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,
PPAS, dan RPJMD, Wali Kota menectapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kepentingan umum,
RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota
menetapkan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 ayat (5) dilakukan Wali Kota melalui
TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebag;
ayat (2) dijadikan dasar penetapan :

(4) Keputusan Pimpinan DPRD seb:
ayat (2) dilaporkan pada sidang

(5) Keputusan Pimpinan DPRD se
ayat (2) disampaikan kepada
(tlga) hari setelah kepu UuSse
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Bagian Keempat
apan Perda Tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Tentang Penjabaran APBD

Penet

Pasal 118

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Perda
tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang

Penjabaran APBD.

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

(3) Wali Kota menyampaikan Perda tentang APBD dan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat
7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Wali Kota

ditetapkan.

(4) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang
berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 119

(1) Semua Penerimaan dan Penge
dalam APBD dan dilakukan 1
oleh BUD.

(2) Dalam hal Penerimaan ¢
sebagaimana dimaksud ps
ketentuan peraturan
dilakukan melalui RKUD,
dan pengesahan Penerim
tersebut.
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Pasal 120

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan / Bendahara
Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau

menguasai uang/ kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat  yang menandatangani dan/atau mengesahkan

yang berkaitan dengan surat bukti yang

dokumen
pengeluaran atas

menjadi  dasar penerimaan  atau
pelaksanaan  APBD  bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud.

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan

kewenangan pejabat yang bersangkutan. i
Pasal 121

(1) Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan
pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk
pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. - .

Pasal 123 5

(1) Setiap pengeluaran atas Beban
DPA dan SPD atau dokumen lé
dengan SPD. i

(2) Wali Kota dan perangkat d
pengeluaran atas Beban APE
yang telah ditetapkan dalam Al
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(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tndakan yang
berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila
anggaran untuk membiavai pengeluaran tersebut tdak
tersedia atau tidak cukup tersedia.

(4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksuc
pada ayvat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuaz

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD:
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan

surat pertanggungjawaban:

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D:
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu; dan
Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

o

8-

(2) Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan PPKD
Pasal 125

(1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD selaku PA
agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA
SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD ditetapkan.

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan
rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta
pendapatan yang diperkirakan. : . —

w

(3) Kepala SKPD selaku PA
SKPD yang telah disusun
(enam) hari setelah pemberit
pada ayat (1) disampaikan.

(4) PPKD menyusun rancangan NP
(tiga) hari setelah Peratura
APBD ditetapkan.
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Panal 126

(1) TAPD melakukan verifikasl rancangan DPA SKPD dan
1A PriKn bersmman dengan kepala

SKPD
bersangloutan,

yang

() Verilikasi atas rancangan DPA SKPD dan DPA PPKD
schagmimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling

lambat 15 (Hma belas) har sejak ditetapkannya Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran APEID,

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dan

rancangan DPA PPKD setelah mendapatkan persetujuan
Sekretaris Daerah.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD, kepala SKPD melakukan
penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan
oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang
bersangkutan kepada satuan kerja yang secara

fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat
7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.

(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
kepala SKPD selaku PA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 127

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku
BUD membuka RKUD pada bank umum Yy

(2) Bank umum sebagaimana
ditetapkan dengan Keput
ketentuan peraturan pe

(3) Penetapan bank umum s
(2) dimuat dalam pelj
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Pasal 128

(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening

penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah
setiap hari.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang
seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening

Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari
pada akhir hari.

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat
dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan

secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Wali
Kota.

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu
dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah

sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota.

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan

dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke
RKUD dilakukan atas perintah BUD.

(2) Wali Kota dapat memberikan
untuk membuka rekening pe:
ditetapkan oleh Wali Kota
menampung UP. '
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Pasal 130

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro,
dan/atau imbalan lainnya atas dana vang disimpan pada
bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
vang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 131

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada Kketentuan yang
berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 132

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah
dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi
jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara
belum digunakan sepanjang tidak mengganggu
likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas
pelayanan publik.

(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke
RKUD paling lambat per 31 Desember.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD
Pasal 133

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur Kketersediaan dana dalam
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas ke lmr ymg
digunakan untuk mendanai Pengeluagm
setiap periode.

Pasal 134

(1) Dalam rangka manajemen kas, PP
dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Da

b. ketersediaan dana di Kas Umn

C. penjadwalan pembayaran p

tercantum dalam DPA SKPD dan
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(4 B sebmggnimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
Wootevamp LT vinndake ditandatangani oleh PPKD,

Fasal 135

Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara  penyusunan

Anpgaran Kas dan SPD achagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dan Pasal 135 diatur dalam Peraturan Wali Kota,

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
Pasal 136

(1) Bendahnra Penerimaan  wajib  menyetor  seluruh

penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu |
(satir) hari.

() Dulam  hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau
dengan  komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, ik
penyetoran  penerimaan  sebagaimana dimaksud pada

nyat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

(13) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas
setoran,

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
meliputi dokumen elektronik.

(5) Penyetoran penerimaan pendapatan atau dokumen lain
yvang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 137
(1) Penyetoran  penerimaan  pendapatan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) d.tlakukan secara
tunai dan/atau non tunai.

(2) Penyetoran  sebagaimana di
dianggap sah setelah Kuasa
atau dokumen lain yang dipers:

(3) Bendahara Penerimaan
atau surat berharga yang dal

a. lebih dari 1 (satu) hari
sebagaimana dlmalumdv
(2);dan/atau
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b, atas nama pribadi.

(4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenakan sanksi

sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 138

(1) Bendahara Penerimaan

pada SKPD wajib
menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA

melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas

laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat

(3) dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

Pasal 139

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang

sama dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya txdak berulang yang tmadn pada tahun

Pelaksanaan dan Penata

(1) Setiap pengeluaran harus ¢
dan sah mengenai hak y;
menagih.

Tb
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(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunai dan/atau
nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 141 i |

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA
melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
vang dipersamakan dengan SPD.

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan
Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

(4) Pengajuan SPP kepada KPA pada Unit OBK, disampaikan
bendahara unit OBK melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

terdiri atas:

a. SPP UP;

b. SPP GU;

c. SPP TU; dan
d. SPPLS.

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada a;yat (1) dm W (4)

(6) SPP sebagaimana dimaksud ps
terdiri atas: A
a. SPP TU; dan
b. SPPLS.

Digindai dengan CamScanner



Pasal 144

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen BIP UP dilskuken
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rungles penglsion U

(2) Penerbitan dan pengajusn dokumen BPP GU dilakukan
oleh Bendahara Pengelusran daslam  ranghks menggant

UP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GLU
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota,

(4) Pengajuan SPP UP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dengan melampirkan Keputusan Wali Kots
tentang besaran UP sebagaimana dimnaksud pada ayst (3).

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan dokumen asl pertanggungjawaban

penggunaan UP,

Pasal 143

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan

Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota.

(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, sisa TU disetor ke RKUD.

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya mel i 4.

bulan; dan/atau

b. kegiatan yang mengalami
telah ditetapkan sebelumn:
kendali PA/KPA.

(5) Pengajuan SPP TU sebagaimans
dilampiri dengan daftar
dana.
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Pasal 144

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;

dan
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan

sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 145 L

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM GU.

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU :
dalam Pasal 142 ayat (1},
permintaan TU kepada Kuasa B
SPM TU.
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Pasal 147

dinjulkkan oleh Bendahara

(1) Berdasarkan SPP LS yang
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PPK
SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran material surat bukti mengenai halk pihak

penagih;
kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/

b.
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan

barang/jasa; dan

c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas beban
APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat,

PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak

diterimanya SPP.

Pasal 148

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada rekening
penerima pada bank operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kuasa BUD wajib untuk:
meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh

PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PA /KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan  yang
bersangkutan; dan _ Rk

d. memerintahkan pencairan dana sebagai

Pengeluaran Daerah.

a.

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan

PA/KPA apabila:

a. tidak dilengkapi Surat Pernyat:
PA/KPA; dan/atau |
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b. pengeluaran tersebut melampaul pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 149

(1) Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran

pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang

diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya,;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

G

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran A

pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari
PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dipenuhi. =
Pengeluaran

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara
pribadi atas

pembantu bertanggung jawab secara
pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 150

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 151

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 152

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggung jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya. . .

(2) Bendahara Pengeluaran/Benda
pembantu pada SKPD wajib me
secara fungsional atas pengclolfa‘éﬁ
tanggung jawabnya dengan
pertanggungjawaban pengeluaran
BUD paling lambat tanggal 10
berikutnya. =
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(3) Ketentuan  batas wakiu  penerbitan  surat pengesahon
laporan pertanggungiawaban  pengeluaran  dan man b
keterlambiatan penyampain laporan
pertanggungjawaban  ditetapkan dalam  Peraturan Wali
Kota.

(4) Penyampaian pertanggungjawnbian Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secars
fungsional sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2)
dilaksanakan setelah  diterbitkan  surat pengenahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.,

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana
bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 153

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala

SKPKD.

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
RKUD.

(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan
dan  pengesahan  penerimaan dan  pengeluaran

Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 154

Keadaan yang menyebabkan SiLPA t
digunakan dalam tahun anggaran berjal
a. menutupi defisit anggaran, .
b. mendanai kewajiban Peme
tersedia anggarannya;
c. membayar bunga dan

mendahului perubahan API
d. melunasi kewajiban bunga
e. mendanai kenaikan gaji
akibat adanya kebijakan Pem
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f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

2. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam
tahun anggaran berjalan.

Pasal 155

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
dilakukan berdasarkan rencanapenggunaan Dana
Cadangan sesuai peruntukannya.

(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutan mencukupi.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda
tentang Pembentukan Dana Cadangan.

(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Pasal 156

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai

dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Wat (1]
dipindahbukukan dari Rekening Kna Umum Daerah
rekening Dana Cadangan.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana
persetujuan PPKD.

BUD wajib untuk:
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a. meneliti  kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh kepala SKPKD;
kebenaran perhitungan pengeluaran

b. menguji
yang tercantum dalam perintah

Pembiayaan

pembayaran;

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 158

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 159

(1) Pemerintah Kota menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya.

(2) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat
disampaikan kepada DPRD paling
bulan Juli tahun anggaran berken

Bagian Kedua
Dasar Perubahan
Pasal 160

(1) Laporan realisasi semester t
dimaksud dalam Pasal 15
APBD.

(WP
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(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar organisasi, antar umt
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS

Pasal 161

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a
dapat berupa terjadinva:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi
Pendapatan Daerah;

b. pelampauan atau tidak terealisasinva alokasi Belanja
Daerah; dan/atau

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan
daerah.

(2) Wali Kota memformulasikan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS
dimaksud pada ayat (2) disertai penje ‘

a. program dan Kegiatan yang" a)
ditampung dalam perubahan /
mempertimbangkan sisa waktu pela
tahun anggaran berjalan; _

b. capaian Sasaran Kinerja Progr
harus diku:angi da.lam >

C. capaian Sasaran Kmeqa Or
harus ditingkatkan dalam
melampaui asumsi KUA.
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Pasal 162

(1) Wali Kota menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan

RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dilakukan

pembahasan bersama.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan bersama atas rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimakaud pada ayat (2), Wali Kota dan
DPRD melakukan kesepakatan bersama. :

(4) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Wali Kota dan pimpinan

DPRD.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran
Pasal 163

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis
belanja, antar objek belanja, antar rincian objek

dan/atau sub rincian objek belanja.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang
perubahan APBD.

(3) Setiap pergeseran anggaran sel
ayat (2) diformulasikan dalam pe

(4) Pergeseran anggaran yang
APBD sebagaimana dimakst
dilakukan sesuai keten
APBD.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

yang tidak menyebabkan

Pergenerian AN EZaran
perubahan APBLD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilnkukan melalul perubahan Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran APHLD,

Pasal 164

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. pergeseran antar organisasi;

b. pergeseran antar unit organisasi;

¢c. pergeseran antar program;

d. pergeseran antar kegiatan, pergeseran antar sub
kegiatan;

pergeseran antar kelompok belanja; dan

pergeseran antar jenis belanja.

™0

Dalam kondisi mendesak atau perubahan prioritas

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Keputusan
Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pergeseran
anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD.

Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 165

Pergeseran = anggaran
perubahan APBD sebaga
160 ayat (2) huruf b, meli
a. pergeseran antar objek
yang sama yang
Sekretaris Daerah; dan
b. Pergeseran antar rincian ¢
belanja yang sama yang ¢
PPKD.
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vang tidak menyebabkan

(2) Pergeseran anggaran
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat
dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD,
selanjutnya bersamaan dengan perubahan APBD,
pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam

Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran

anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan
APBD

Pasal 167

(1) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran

berjalan dapat berupa:

a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum

tersedia anggarannya,
membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi

daerah yang melampaui anggaran yang tersedia

mendahului perubahan APBD;

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pega

akibat adanya kebijakan Pemerintah;

f. mendanai program, kegiatan,
belum tersedia anggarannya; ¢

g. mendanai sub Kkegiatan Yy

Kinerjanya ditingkatkan dari

dalam DPA SKPD tahun ¢

dapat diselesaikan sampai de

penyelesaian pembayaran dala

berjalan. i




(2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA

SKPD dan/atau RKA SKPD.

(3) Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan perubahan atas
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD selanjutnya
dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun
anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran bagi pemerintah kota vyang tidak melakukan

perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam A
Pendanaan Keadaan Darurat
Pasal 168

(1) Pemerintah Kota mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

(1) dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Kota tidak
melakukan perubahan APBD, pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa
Pasal 169

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat

(2) huruf e.

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana di
merupakan keadaan yang
penerimaan dan/atau pe:
mengalami kenaikan atau g
50% (lima puluh persen).

luar biasa sebagaimana ¥:
dalam Peraturan Wali Kota.
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Pasal 170

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan
lebih dari 50% (ima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dapat dilakukan
penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan
capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam

tahun anggaran berkenaan.

(2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan
lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dapat dilakukan
penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian ‘
Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam |
tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan APBD
Pasal 171

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2)
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu
pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran
berkenaan.

(2) DPRD dapat melaksanakan pembahasan pendahuluan
atas rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

(3) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan
perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan
Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 172

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS 5
disepakati Wali Kota bersama DPRD
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) mer
perangkat daerah dalam menyusun RKA §

(2) Perubahan KUA dan perubahan P
dimaksud pada ayat (1) disampaikan k
daerah disertai dengan:

a. program dan Kegiatan baru;




b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;

dan/atau
dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening

d.
perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar
standar harga satuan dan perencanaan

belanja,
serta dokumen lain yang

kebutuhan BMD
dibutuhkan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 173

(1) Kepala SKPD dan Kepala Unit OBK menyusun RKA SKPD )
dan RKA Unit OBK berdasarkan perubahan KUA dan
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161

ayat (2).

(2) RKA SKPD dan RKA Unit OBK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 174

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai degan Pasal
103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan

RKA-SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 175

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana
dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b berupa j
atau pengurangan capaian sasaran Kinerj
Kegiatan dari yang telah ditetag emi

-

dimaksud

(2) Peningkatan atau pengurangan
(1) diformulasikan dalam perubs

(3) Perubahan DPA SKPD memuat
kelompok, jenis, obyek, ri
belanja, dan pembiayaan,
perubahan maupun setelah
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Pasal 176

KA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan
perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD vyang telah disusun oleh SKPD
disampaikan kepada TAPD melalui  PPKD untuk

diverifikasi.

(1) R

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD

dan perubahan DPA SKPD dengan:
perubahan KUA dan perubahan PPAS;

a.
b. prakiraan maju yang telah disetujui;

c. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;

f. analisis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h. perencanaan kebutuhan BMD;

i. Standar Pelayanan Minimal; dan

j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan

perubahan DPA SKPD.

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKD

melakukan penyempurnaan.

Pasal 177

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan
APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD
dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan

oleh kepala SKPD.

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit
terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut Urusan Pem
organisasi, Program, Kegiatan,
pendapatan, belanja, dan Pembiayaa

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan
Urusan Pemerintahan daerah,
dan Kegiatan,;

e. rekapitulasi Belanja Daerah
keterpaduan Urusan Pemerin

dalam kerangka pengelolaan Kk
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daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berkenaan;

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan

m. daftar Pinjaman Daerah.

TR

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pasal 178 _ L

Rancangan Perda tentang perube
disusun oleh PPKD disampaikan keg

Wali Kota wajib menyampaikan r
perubahan APBD kepada DPRD
dokumen pendukung untuk
memperoleh persetujuan b
kedua bulan September t

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 180

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) DPRD dapat melaksanakan pembahasan pendahuluan
atas rancangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersama dengan Perangkat Daerah terkait,

(3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Pasal 181

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda
tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama
Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir.

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda
tentang perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan

pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan  setelah  ditetapkannya Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.

Bagian Kesebel

Evaluasi Rancangan Perda Tentang
Rancangan Peraturan Wali Kota
Perubahan Al

Pasal 182

(1) Rancangan Perda tentang peru
disetujui bersama dan rancs
tentang penjabaran perubal
kepada gubernur sebagai wakil
lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
Perda tentang perubahan AF
ditetapkan oleh Wali Kota.

Dizindai dengan SamScanaer




(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran

perubahan APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan

DPRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih |
tinggi;
b. kepentingan umum;,
¢. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan
PPAS; dan
d. RPJMD. p=—

a.

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih | -
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Wali Kota
menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang r
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali
Kotatentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, peru an
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan
bersama DPRD melakukan penyempui
(tujuh) hari sejak hasil evaluasi diter:

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagain
ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh
dan Wali Kota menetapkan ranca
Perubahan APBD menjadi erda
Peraturan Wali Kota tentang pe _
APBD menjadi Peraturan Wali |
penundaan dan/atau pemotongan
sesuai ketentuan peraturan perundan
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(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tdak
melaksanakan evaluasi sebagairmana dimaksud pada ayat (1),
menteri mengambil alih pelaksanaan evaluss) sesus: dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 183

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi scbagaimans dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (5) dilakukan Wali Kota melalui
TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat z
(1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang
perubahan APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan
APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah
Pasal 184 :

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksa
a. Kebijakan Akuntansi Pemerir
b. SAPD; dan
c. BAS  untuk Daerah,
sesuai dengan ketentuan pe
undangan. '

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah se
pada ayat (1) dllaksanakm
entitas pelaporan.
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Pasal 185

(1) Kebiyjakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, meliputi
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan

akuntansit akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan.

i

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, f
penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau |
peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 186

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1)
huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada
Jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca
saldo, dan penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;
d. laporan operasional,;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada
sistem akuntansi SKPKD dan sistem -

Pasal 187

(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimak
184 ayat (1) huruf ¢ merupakan
Pemerintah Kota dalam melakukan kod
menggambarkan struktur APBD dan
secara lengkap.
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(2) BAS untuk Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujnan untuk mewwjudkan statstik keuangan dan
laporan kouangan socara nasional yvang sclaras dan
terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah  Daerah, yang meliputi  penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan laporan keunangan.

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah
Pusat sesuail dengan KkKetentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal 188

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Kota merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Kota oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku
PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran,;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

R0 O

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 189 Ey

(1) Laporan keuangan Pemerintah
dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) [
oleh kepala SKPKD selaku PF
pelaporan untuk msampalkan k'

(2) Laporan keuangan Pemerintah
dimaksud pada ayat (1) paling sed:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo a
C. neraca;
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(. laporan operasional;

¢ laporan arus kas;

(. laporan perubahan ekuitas; dan
g catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan  keuangan  Pemerintah  Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota
melalul sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun  anggaran  berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh
aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(3) Dalam  hal Badan Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat
2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari

Pemerintah Kota, rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada
DPRD.

Pasal 191

Wali Kota memberikan tanggapan dan melakukan
penyesuaian terhadap laporan hasil pem

Pemeriksa Keuangan atas laporan keua
Daerah sebagaimana dimaksud dalam F

Pasal 192
(1) Dalam rangka memenuhi kewajil

menyajikan laporan keuangan
semesteran untuk disampaikan

undangan.




(2) Dalam rangka memenuhi  kewajiban penyampaian
informasi keuangan dacrah, PPKD menyusun dan
menvajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran
untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 193 K

(1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas Wali Kota bersama DPRD untuk mendapat

persetujuan bersama.

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wali Kota menyiapkan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. -

Pasal 194

(1) Rancangan Perda tentan,
pelaksanaan APBD yang tel
rancangan Peraturan Wali
pertanggungjawaban pelaksa
kepada Gubernur sebagai wal
lambat 3 (tiga) hari terhltungg
rancangan Perda 1 18
pelaksanaan APBD untuk d
oleh Wali Kota. 3
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(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil
pemerintah Pusat kepada Wali Kota paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secbagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan ]
APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, -
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota
menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali

Kota.

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan
APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD,
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa I{euangan Wah Kota
bersama DPRD melakukan penyempurnas ling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak hasil eval

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana
tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota d
menetapkan rancangan Perda pert
menjadi  Perda tentang pertanggus
rancangan  Peraturan Wali Kota
pertanggungjawaban APBD menjadi
Penjabaran pertanggungjawaban
mengusulkan kepada Menteri untuk d
ketentuan peraturan perundang-un




Pasal 195

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dari Wali Kota, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota
terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBD, Wali Kota menyusun dan
menectapkan Peraturan Wali Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan K
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), rancangan Peraturan Wali Kota tentang —
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari r
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Peraturan  Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota
menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tersebut
menjadi Peraturan Wali Kota.

BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 196

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa
pendapatan, belanja, dan kekay:
mengusahakan agar setiap Piutang
seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai
piutang jenis tertentu sesuai deng
perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah yang tidak de
dan tepat waktu, diselesa:
peraturan perundang-undai
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Pasal 197

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau
bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai
Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

(1) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan K
masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian,
kecuali mengenai Piutang  Daerah yang cara d
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang
Daerah  yang mengakibatkan masalah perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penghapusan
piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah

Pasal 199
: u

(1) Wali Kota dapat melakukan pengelolaan utang daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ‘

undangan.

(2) Wali Kota dapat melakukan pinjaman daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan
pinjaman daerah sebagaimana dl.maksud pmh w (1}
dan ayat (2) dibebankan pada anggaran Belanja Daerah

Pengelolaan Investasi I
Pasal 200

(1) Pemerintah Kota dapat me
rangka memperoleh manfaat

manfaat lainnya.

(2) Investasi Pemerintah Kota s
ayat (1) dilaksanakan sesuai ¢
perundang- undangan.
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Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 201

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolasn

BMD sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang

undangan.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 202

(1) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD dalam ranghka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan  kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wal

Kota menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam

Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh pejabat

pengelola BLUD.

(3) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat,

dan/atau
pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan

meningkatkan  perekonomian = masyarakat atau
layanan umum.

(4) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan

fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayman
umum terutama pada aspek manfaat dnn' elayanan yang

dihasilkan.

Pasal 203

(1) BLUD merupakan bagian dari ‘ '
Daerah. -

(2) BLUD merupakan kekayaan
dipisahkan yang dikelola wur
Kegiatan BLUD yang bers
ketentuan peraturan pe:
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(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
Pasal 204

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan
pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang
bertanggungiawab  atas Urusan Pemerintahan  yang
bersangkutan.

Pasal 205
K

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung =
untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. —

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 206

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan
Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD
serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH )

Pasal 207

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 208

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bum '

pejabat lain yang karena perbuatann
atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung merugikan Kota wajib

dimaksud.

(2) Penggantian kerugian sebagaimana
(1) wajib segera diselesaikan sesus
peraturan perundang-undangar
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(3) Tata cara penggantian Kkerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 209

(1) Pemerintah Kota wajib menyediakan informasi keuangan
dacrah dan diumumkan kepada masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

7l

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk:

a. membantu Wali Kota dalam menyusun anggaran
daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan
Keuangan Daerah;

c. membantu Wali Kota dalam melakukan evaluasi
Kinerja Keuangan Daerah; s

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Kota;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada
masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan  sistem  informasi
keuangan daerah; dan

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib
disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(5) Dalam hal Wali Kota tidak
keuangan daerah sebagaimana
sampai dengan ayat (4) d
sesuai ketentuan peraturan pet

(1) Wali Kota melakse
Pengelolaan Keuanga
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(2) Pembinann  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)

dilakukan  dalam bhentuk  fasilitasi,  konsultansi,
pendidikan  dan  pelatihan,  serta penelitinan dan
pengembangan.

(3) Pengawanan  scbagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
dilakukan  dalam  bentuk  audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

unda ngon.,

Pasal 211

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH,
DAU dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara

supervise, pemantauan dan pengevaluasian.

(2) Supervise, pemantauan, dan pengevaluasian,
penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kota dan sesuai dengan prioritas
kota termasuk urusan pemerintahan tertentu yang
diatur dalam peraturan Perundang-undangan;

b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kota terutama untuk penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayai urusan pemerintahan pada
kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Kota
sesual dengan prioritas Nasional pada tahun anggaran
berkenaan, —

Pasal 212

(1) Wali Kota memberikan sanksi
Kepala SKPD sebagai salah satu t
tidak optimalnya pencapaian
anggaran berkenaan.

(2) Ketentuan  lebih lanjut n
administratif sebagaimana ¢
dengan Peraturan Wali Kot

Dipindai dengan CamScanner



Paanl 2129

(1) Untuk mencapal  Pengelolann Keuangan  Daerah yang
chonomia, elektdl, elisien, tranaparan, dan akuntabel,
Wall Kot menyelenggaralan  sistem  pengendalion
iternal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah

() Penyelenggatna sintem prengendalinn interninl
pebagalmana  dimakeud  pada ayat (1) sesual dengan
ketentuan poraturan perandang undangan.

Pasial 214

(1) Pemerintnh Kot menerapkan  sistem pemerintahan
berbasia elektronik dalam Pengelolann Keuangan Daerah.

(2) Penernpan  siatem  pemerintahan  berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau
kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan,

(3) Pemerintah Daerah wiajib menerapkan sistem

pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit

meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja d
Pemerintah Daerah;
penyusunan rencana kerja SKPD;
penyusunan anggaran;
pengelolaan Pendapatan Daerah; ]
pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; .
akuntansi dan pelaporan; dan
pengadaan barang dan jasa.

R meoan g

(4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmam m
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XV )
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 215

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini m
Daerah Kota Lubuklinggau No
tentang Pokok-pokok Pengelolaz
(Lembaran Daerah Kota b
Nomor 02), dicabut dan d
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(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 02), dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 216

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 217

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal , 30 Yerember 202
WALI KOi‘LUBUKLINGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Yesemi~e 20V
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